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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Administrasi kependudukan melalui pengembangan E-Government dilakukan 

penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah 

daerah otonom, dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan e-

Government dalam pelayanan publik salah satunya adalah administrasi kependudukan 

dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam 

bidang pemerintahan adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik.  

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat e-KTP, merupakan cara 

baru yang diterapkan oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara 

nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem 

biometrik yang ada didalamnya, maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung ke dalam satu 

database nasional sehingga setiap penduduk hanya memerlukan satu Kartu Tanda Penduduk 

saja. 

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan menjadi suatu kewajiban bagi Negara yang 

harus dilakukan mengingat dalam pembukaan UUD 1945 dalam mencapai tujuan nasional 

yang mana adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. Tujuan tersebut dapat diwujudkan apabila pembangunan dan pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat dengan baik.  
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Dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 

Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan pada bagian Bab II 

Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Pasal 3 Poin ke 2 yang 

berbunyi “Penerbitan dokumen kependudukan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan 

paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas 

pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota”.  

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  Pada Bagian kedua Pasal 6 (1b) yang 

berbunyi “Dinas Berkewajiban dan Bertanggung Jawab Melaksanakan Urusan Administrasi 

Kependudukan memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, 

pendatang dan tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”. 

Namun, dilihat dari sejarah, pegawai pemerintah selalu mendapat pandangan negatif 

(stereotif) dari masyarakat karena berbagai kebobrokan yang dilakukan. Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) merupakan salah satu element penting yang menjadi ujung 

tombak dari pemerintah, idealnya dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat 

harus sesuai dengan kaidah good and clean governance dimana baik semua elemen 

termasuk pegawai wajib menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan bersih sehingga 

pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat dapat sesuai dengan kualitas pelayanan yang 

diharapkan. Selain itu, keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai alat 

pemerintah dalam mewujutkan tujuan daerah maupun nasional. Ketidakefektifan dari 

pelayanan sangat mempengaruhi kemajuan dari suatu daerah maupun negara. Di era 

globalisasi seperti saat ini tentunya pelayanan yang baik menjadi tolak ukur terhadap 

efektivitas dari kinerja pegawai di suatu kantor. Karena tercapainya tujuan suatu organisasi 
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sangat berbanding lurus dengan kinerja pegawai yang ada di kantor tersebut. Setiap instansi 

atau kantor tentunya mengharapkan pegawainya mampu melaksanakan tugas dengan 

profesional. Hal ini ditujukan untuk sumber daya manusia, serta memiliki daya saing untuk 

menghasilkan pelayan masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat. 

Fandy Djiptono (2000:51), “Dalam proses pelayanan publik ada ciri-ciri dalam 

mengukur kinerja pelayanan publik antara lain: 

1. Ketepatan waktu pelayanan, meliputi waktu tunggu dan proses. 

2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan. 

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. 

4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani 

dan banyaknya fasilitas pendukung, seperti komputer. 

5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat 

pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain. 

6. Atribut pendukung pelayanan lainnya, seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan, dan 

lain-lain (seperti: papan bagan struktur, maklumat pelayanan).” 

 

Adanya persepsi yang buruk tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) harusnya menjadi 

kritikan keras bagi pemerintah. Upaya pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus 

dilaksanakan dengan maksimal, karena pegawai merupakan pelaku dan penggerak 

mekanisme dalam sistem pemerintahan dan sebagai pelayan publik.  

 

Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir (1998:91): 

“Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang 

lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas 

umum pemerintah dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi 

semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara. Dalam 

hubungan ini kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, 

mengawasi dan mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan.” 

 

 

Irfan Islami (2000: 10) berpendapat bahwa dalam keadaan bagaimanapun, organisasi 

publik (negara dan pemerintah) harus tetap memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 

pada publik. Administrasi publik memiliki peranan kewajiban yang khusus yaitu peran 
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publik dan kewajiban publik (mengabdi pada kepentingan publik atau sebagai abdi 

masyarakat). Kinerja sangat selaras dengan mutu pelayananan kepada masyarakat, sehingga 

dalam proses pelaksanaan kinerja yang kurang baik sangat mempengaruhi produk pelayanan 

yang dilakukan oleh pegawai terhadap masyarakat. Pendapat yang dikemukaan ahli di atas 

menjadi sedikit gambaran yang menjelaskan tentang korelasi dari kinerja dan mutu 

pelayanan, serta kewajiban pokok dari aparatur pemerintah termasuk pegawai negeri. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Muara 

Enim merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Kota 

Muara Enim dalam proses pelaksanaan pelayanannya berinteraksi langsung dangan 

masyarakat, sehingga memungkinkan terjadinya mobilitas masyarakat yang tinggi. Faktor 

tersebut tentu akan memberikan efek yang cukup kompleks, terutama mengenai masalah 

kependudukan. Guna mengetahui bagaimana sesungguhnya kinerja Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim. Ukuran 

mengenai baiknya kinerja tidak hanya berdasarkan kedisiplinan, tetapi karena beberapa 

faktor lain. Masalah pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang minim tentunya bukan 

lagi sesuatu hal yang dapat dijadikan alasan kurang optimalnya kinerja Aparatur Sipil 

Negara (ASN), karena tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah jelas, yaitu 

sebagai pelayan publik. 

Hal di atas memiliki korelasi yang sangat kuat dengan sektor pelayanan publik dan 

pelaksanaan kinerja yang baik aparatur pemerintahan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Kabupaten Muara Enim. Jenis pelayanan langsung yang ada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) contohnya pengurusan surat 

menyurat (KK, Surat Kerterangan Pindah, Kartu Tanda Penduduk, Akte Kematian, Akte 
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Kelahiran) sehingga hal ini dikhawatirkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

tidak maksimal atau bahkan buruk. Faktor patologi birokrasi yang menjangkiti para pegawai 

juga dapat memberikan kontribusi dalam menghasilkan kualitas pelayanan publik yang 

kurang baik sehingga yang menjadi korbannya adalah masyarakat pengguna jasa dari 

pelayanan publik tersebut.  

Pentingnya pengaduan sebagai upaya untuk melaksanakan demokratisasi pelayanan 

publik agar pada akhirnya pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat memiliki 

kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah dituntut untuk mengelola 

mekanisme pengaduan yang baik. Sebagai konsekuensi menjalankan demokratisasi 

pelayanan publik, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang salah 

satunya dengan meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat, yaitu dengan 

mengoptimalkan pengelolaan keluhan atau komplain dari masyarakat atas pelayanan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah. Pengelolaan pengaduan harus menjadi dasar pelayanan 

setiap instansi publik dalam memenuhi kewajibannya melayani masyarakat, termasuk 

pelayanan publik yang diselenggarakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Muara Enim. 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim merupakan unsur 

pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil di wilayah Kabupaten Muara Enim. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim adalah pelayanan pembuatan akte 

kelahiran, akte nikah, e-KTP dan surat pindah bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim pada 

khususnya. 
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Tabel 1.1 Hasil Rekapitulasi Data Permohonan Proses Pembuatan e-KTP Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim  

 

 

No. 

 

 

Bulan 

Rekapitulasi Data 

Susulan Pemohon 

Pembuatan KTP 

Elektronik Tahun 

2018 

Rekapitulasi Data 

Perekaman 

Pembuatan 

KTP Elektronik 

Tahun 2018 

Rekapitulasi Data 

Pencetakan 

Pembuatan 

KTP Elektronik 

Tahun 2018 

1. Januari 623 588 548 

2. Februari 432 353 353 

3. Maret 534 449 480 

4. April 922 879 739 

5. Mei 1640 1528 1498 

6. Juni 639 611 705 

7. Juli 1570 1544 1404 

8. Agustus 810 760 710 

9. September 3659 3628 3521 

10. Oktober 3860 3849 3245 

11. November 3450 3421 3371 

12. Desember 1743 1706 1630 

Jumlah 19.882 19.316 18.258 

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara 

Enim Tahun 2018 

 

Berdasarkan data pada tabel 1.1 terdapat permasalahan pada rekapitulasi data 

pencetakan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang tidak sesuai dengan 

rekapitulasi data perekaman pembuatan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Sehingga terjadi 

keterlambatan pemberian e-KTP yang sudah jadi kepada masyarakat yang seharus nya 

sesuai dengan kesepakatan pegawai dan masyarakat.  
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Pada bulan Oktober tingkat pendaftaran sangat banyak hingga 3860 pemohon dan 

pada bulan Februari pemohon hanya sedikit yaitu berjumlah 432 pemohon yang ingin 

membuat e-KTP. Maka dari itu peneliti hanya akan meneliti bagian proses pencetakan e-

KTP pada bulan yang banyak melakukan pendaftaran e-KTP dan juga pada bulan yang 

sedikit melakukan pendaftaran e-KTP dikarenakan berdasarkan data yang ada bahwasannya 

tidak sesuai dengan perekaman e-KTP. 

Tabel 1.2 Proses Pelaksanaan Pencetakan e-KTP Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim 

No. Aktivitas Waktu Output 

1. Menerima Berkas Permohonan 

Pembuatan KTP-el 

2 Menit Permohonan E-KTP 

2. Melakukan Verifikasi Persyaratan 

dan Kebenaran Pengisian Formulir 

6 Menit Tanda Terima Berkas 

3. Mencatat dalam Buku Harian 

Peristiwa Kependudukan dan 

Peristiwa Penting (BHPKPP)/ 

Diagendakan  

3 Menit Nomor Agenda 

4. Mengambil Data Biometrik (Photo, 

Sidik Jari, Tanda Tangan, Iris Mata) 

Pemohon 

3 Menit Photo 

5. Menyerahkan Formulir Permohonan 

kepada Operator 

2 Menit E-KTP 

6. Operator Melakukan Entry Data dan 

Cetak Hasil Sementara 

10 Menit E-KTP 

7. Operator Menyerahkan Formulir 

Permohonan dan Hasil Cetak 

Sementara dengan Formulir 

Permohonan 

2 Menit Paraf 

8. Petugas Validasi Memvalidasikan 

dan Mengesahkan Hasil Cetak 

Sementara dengan Formulir 

Permohonan 

3 Menit Paraf 

9. Operator Mencetak Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (KTP-el) 

2 Menit Paraf 

10. Mengarsipkan Berkas Permohonan 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

(KTP-el) 

2 Menit  Paraf 
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11. Mencatatat dalam Buku Harian 

Peristiwa Kependudukan dan 

Peristiwa Penting (BHPKPP), 

Melakukan Vinil KTP dan 

Penyerahan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (KTP-el) ke Pemohon 

3 Menit E-KTP 

12. Menerima Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (KTP-el) 

3 Menit E-KTP 

Sumber: SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 1.2 proses pelaksanaan pencetakan e-KTP di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil dapat dilihat bahwasanya pencetakan e-KTP dapat diselesaikan dalam 

waktu satu hari saja. Namun kenyataannya dilapangan para pegawai tidak melaksanakan 

sesuai dengan SOP yang berlaku, pada saat peneliti melakukan observasi di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagian pencetakan e-KTP, peneliti melihat fenomena 

dilapangan ketika seorang pemuda yang baru berusia 17 tahun bernama Raihan dan ingin 

melakukan pembuatan e-KTP. Pada saat itu Raihan   sudah melengkapi persyaratan dan juga 

melakukan perekaman, seharus nya sesuai SOP pada tabel di atas 1 hari pembuatan e-KTP 

langsung jadi, tetapi tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Karena pada saat itu Raihan 

disuruh menunggu selama 7 hari (1 minggu) agar e-KTP nya jadi. Pada saat 7 hari 

kemudian, Raihan balik lagi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk 

mengambil e-KTP nya. Lalu pegawai nya melakukan kesalahan cetak e-KTP, yang seharus 

nya e-KTP adik saya namun yang di cetak adalah milik kakak pertama saya. Kemudian 

Raihan disuruh menunggu beberapa menit dan E-KTP nya langsung jadi. Disitu peneliti 

mulai menemui permasalahan dari kejadian yang ada.  

Dan juga pada saat peneliti melakukan penelitian awal dengan masyarakat sekitar 

juga, ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan hal yang sama. sehingga masyarakat 
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mengeluhkan akan hal ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Muara Enim yang tidak tepat waktu dalam penerbitan e-KTP.  

Tabel 1.3 Data Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Muara Enim 

No. Tenaga Kerja Jumlah  

1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

1. Laki laki 

2. Perempuan 

 

22 Orang 

23 Orang 

                            Jumlah 45 Orang 

2. Berdasarkan Eslon 

1. Eslon II 

2. Eslon III 

3. Eslon IV 

4. Staff PNS 

5. Tenaga Kontrak 

6. Tenaga Teknis Upahan 

 

1 Orang 

4 Orang 

8 Orang 

18 Orang 

2 Orang 

12 Orang 

 Jumlah 45 Orang 

3. Berdasarkan Golongan 

1. Golongan IV 

2. Golongan III 

3. Golongan II 

4. Golongan I 

5. Tenaga Kontrak 

6. Tenaga Teknis Upahan 

 

4 Orang 

18 Orang 

8 Orang 

1 Orang 

2 Orang 

12 Orang 

 Jumlah 45 Orang 

4 Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

1. S-2 

2. S-1/D-IV 

3. D-III 

 

4 Orang 

11 Orang 
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4. SLTA 

5. SLTP 

6. SD 

3 Orang 

25 Orang 

1 Orang 

1 Orang 

 Jumlah 45 Orang 

       Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 

 

Dari data tabel 1.3  jumlah pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Muara Enim sebanyak 45 orang. Pada saat peneliti melakukan pengamatan 

awal, peneliti melihat ke ruangan pegawai yang tidak ada orangnya, pada saat peneliti 

bertanya kepada pegawai lain pegawai yang tidak ada ditempat itu keluar dengan alasan 

menjemput anaknya sekolah, dan ada juga yang lagi ada urusan penting katanya, padahal itu 

adalah waktu jam kerja pegawai. Jumlah tersebut tentu saja mempengaruhi kinerja 

organisasi. Dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai pelayan masyarakat, maka 

pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim terdorong untuk 

menjaga konsistensi mereka sebagai pelayan masyarakat.  

Menurut Jurnal Iin Tajudin “kinerja pegawai negeri sipil dinas kependudukan dan 

catatan sipil dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) ( Studi Pada Kantor 

DISDUKCAPIL Kota Bandar Lampung ) Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

ditemukan beberapa hal yaitu berdasarkan kategori job deskription, masih adanya pegawai 

yang tidak mempunyai agenda kerja. Untuk kategori kualitas, mental kerja dan 

profesionalisme pegawai masih rendah khususnya pada kedisiplinan pegawai. Sedangkan 

dilihat dari integritas, masih ada pegawai yang bekerja hanya dengan motif ekonomi bukan 

sebagai tugas pelayanan masyarakat. Sedangkan secara garis besar dapat disimpulkan hasil 

penelitian ini menunjukan kinerja pegawai negeri sipil dinas kependudukan dan catatan sipil 

relatif baik.” 

 

Terkait dengan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Muara Enim, terdapat beberapa masalah yang timbul dalam penyelenggaraan 

pelayanannya. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti ditemukan beberapa kejanggalan 

yang terjadi, yaitu sebagai berikut:  
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1. Untuk kategori Ketepatan Waktu, Tidak  berjalan tepat waktu proses pencetakan e-

KTP   yang sudah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Muara Enim yang akan di berikan kepada masyarakat yang sudah 

melakukan perekaman data e-KTP.  

2. Untuk kategori Kualitas Kerja, masih terdapat kesalahan dalam mencetak e-KTP 

seperti hal nya kesalahan dalam pengetikan nama dan kesalahan mencetak e-KTP 

yang tidak sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon.  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dilakukanlah penelitian 

tentang Kinerja Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) 

Kabupaten Muara Enim, yaitu tentang kemampuan, otoritas, tanggung jawab, serta inisiatif 

dari para pegawai yang ada dan bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Muara Enim karena semua hal itu mempengaruhi bagaimana kinerja pegawai 

yang pada akhirnya akan berdampak besar pada instansi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim. 
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B.  Rumusan Masalah 

Bagaimana Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   

Kabupaten Muara Enim? 

C.  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kinerja pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Muara Enim. 

D.  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis : 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat di jadikan bahan informasi serta dapat 

menjelaskan permasalahan  mengenai Kinerja Pegawai Di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim. Hasil penelitian ini diharapkan bisa 

memberikan kontribusi bagi Ilmu Administrasi Publik, khususnya pada konsentrasi 

Manajemen Publik. 

 

b. Manfaat Praktis : 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan bentuk upaya perbaikan kinerja 

pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim agar 

selanjutnya dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. 
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